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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili

perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Wiraswasta,  tempat  kediaman  di  Kabupaten Kapuas,

Kalimantan Tengah,  sebagai   Penggugat.  Dalam hal  ini

memberikan kuasa kepada Ismail, S.H. dan Kusdarmadi,

S.H.  para  Advokat  pada  Lembaga  Bantuan  Hukum

Mustika Bangsa (LBH MUSBA) berkantor pusat di Central

Dukuh Zamrud Blok GF No. 67, Padurenan, Mustikajaya,

Bekasi,  Jawa  Barat,  Telepon  0858-2041-4532.  Kantor

Perwakilan Jl.  A. Yani  No. 84 RT. 008, Kelurahan Selat

Hilir,  Kecamatan  Selat,  Kabupaten  Kapuas,  Kalimantan

Tengah yang dapat bertindak baik sendiri-sendiri maupun

bersama-sama.

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas,

Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  berdasarkan  surat  gugatan  tanggal  24  Maret

2022 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama
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Kuala Kapuas dengan nomor 126/Pdt.G/2022/PA.K.Kps tanggal  tanggal

28 Maret 2022 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai

berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal 26  November  2019,  Penggugat  dan

Tergugat telah melakukan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan

Agama  (KUA)  Kecamatan Selat,  Kabupaten  Kapuas, Provinsi

Kalimantan  Tengah, berdasarkan Akta Nikah No:  XXXXXXXXXX, 26

November 2019

2. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama  di  XXXXXXXXXX dan  telah  melakukan  hubungan  badan

layaknya suami istri (ba’da dukhul);

3. Bahwa  sejak Bulan  Juli 2020 keadaan  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat mulai tidak Harmonis di sebabkan karena :

a. Bahwa  tidak  ada  lagi  kecocokan  dalam  hubungan  Rumah

Tanga Tergugat dan penggugat;

b. Selama  Pernikahan  itu  menurut  Penggugat  bahwa  sifat

Tergugat seperti tidak dewasa dan susah di tegur oleh Penggugat;

c. Bahwa pada  tanggal  5 Juni  2020  tergugat  berpamitan  mau

pulang  ke  tempat  orang  tua  Tergugat  Yang  beralamat  di

XXXXXXXXXX;

4. Selama  tergugat pergi  dari  rumah  pada  Juni  2020  hingga

sampai sekarang tidak pernah pulang kerumah lagi:

5. Bahwa  terakhir  komunikasi  Penggugat  dan  Tergugat  pada

tanggal 21 Juni 2020:

6. Bahwa dari Bulan 5 Juni 2020 hingga sekarang Tergugat tidak

pernah memberi Nafkah Lahir dan Bhatin;

7. Bahwa  pada tanggal  17  Oktober  2021 Tergugat  mengajukan

Surat pernyataan Talak antara Tergugat dan Penggugat yang mana di

ketahui  oleh  pak  RT XXXXXXXXXX yang  bernama  XXXXXXXXXX

dan di saksikan beberapa orang saksi tersebut;
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8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi

Penggugat  untuk  mengajukan  Gugatan  ini  sebagaimana  dimaksud

dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun1975, dan untuk itu

Penggugat memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala

Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa Perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas / Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan  talak  1  (satu)  ba’in  sughra  Tergugat  terhadap

Pengugat atau  menyatakan  putusnya  perkawinan  yang  tercatat  di

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas,

Provinsi Kalimantan  Tengah,  berdasarkan  Akta  Nikah  No

XXXXXXXXXX

3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Dan  atau  apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  untuk

menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir

sendiri  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak

pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau

kuasanya  dan  ketidakhadiran  Tergugat  tidak  berdasarkan  alasan  yang

sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui

mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat

tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya

menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak

berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat,

dan  Penggugat  tidak  mengajukan  perubahan  terhadap  surat  gugatan

Penggugat;
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Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatan,  Penggugat

mengajukan  bukti  surat  berupa fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  KUA

Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Nomor

XXXXXXXXXX, tertanggal 26 November 2019. Alat  bukti  surat tersebut

telah  diperiksa  oleh  Majelis  Hakim, dicocokkan  dengan  aslinya  yang

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P;

Bahwa di samping bukti  surat-surat,  Penggugat mengajukan dua

orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi  1,  umur  46  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,

pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, di

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat

tinggal di rumah saksi sebagai orangtua Penggugat;

- Bahwa  sejak  3  (tiga  bulan)  pernikahan  hubungan

rumah tangga  Penggugat  dan  Tergugat  terlihat  tidak  harmonis,

Saksi  beberapa  kali  melihat  Penggugat  dan  Tergugat  saling

mendiamkan;

- Bahwa saksi 3 (tiga) kali mendengar cerita dari anak

bawaan  Penggugat  yang  menerangkan  bahwa  Penggugat  dan

Tergugat bertengkar karena masalah keuangan;

- Bahwa menurut cerita anak bawaan Penggugat kalau

Tergugat  pelit  soal  keuangan.  Bahwa  Tergugat  uangnya  untuk

membeli bahan-bahan modifikasi motor;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah

sejak  1  (satu)  tahun  yang  lalu,  adapun  yang  meninggalkan

kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak

saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami-

istri;
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- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat

untuk  rukun kembali  dengan Tergugat,  namun Penggugat  tidak

bersedia;

2. Saksi  2,  umur  25  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,

pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, di

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat

tinggal di rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa sejak awal pernikahan saksi melihat hubungan

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  harmonis  karena

saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan;

- Bahwa  saksi  pernah  mendapat  cerita  dari  anak

bawaan  Penggugat  kalau  Penggugat  dan  Tergugat  bertengkar

karena masalah keuangan;

- Bahwa menurut cerita anak bawaan Penggugat kalau

Tergugat pelit soal keuangan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah

sejak  1  (satu)  tahun  yang  lalu,  adapun  yang  meninggalkan

kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak

saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami-

istri;

Bahwa  Penggugat  dalam  kesimpulan  menyatakan  tetap  ingin

bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  maka  ditunjuk

segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  pada

pokoknya  memohon  agar  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  perkara  ini

untuk menjatuhkan talak ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka

sesuai  dengan  ketentuan  pasal  49  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  3

tahun  2006  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun

1989  Tentang  Peradilan  Agama,  maka  Pengadilan  Agama  berwenang

menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat  bertempat/berdomisili

di  Kabupaten Kapuas,  sebagaimana identitas  Penggugat  yang termuat

dalam surat  gugatan Penggugat,  maka berdasarkan Pasal  73  ayat  (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. 132

Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang wilayah

hukumnya  mencakup  daerah  tersebut  memiliki  kewenangan  untuk

memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara a quo  adalah terkait

dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat atas pernikahan

yang dilangsungkan berdasarkan hukum islam,  oleh  karena  itu  Majelis

Hakim  berkesimpulan  bahwa  Penggugat  memiliki  legal  standing untuk

mengajukan perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  upaya  perdamaian  oleh  Majelis  Hakim

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  Tentang Peradilan Agama jo. pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 31

ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 Tentang

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat dilakukan karena pada

saat pemeriksaan perkara  a quo  Tergugat tidak pernah hadir  dan tidak

mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut  oleh  Majelis  Hakim  melalui  jurusita  pengadilan,  namun  demikian

Majelis  Hakim  dalam  persidangan  telah  memberikan  nasihat  kepada
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Penggugat  agar  menimbang  kembali  keinginannya  bercerai  dengan

Tergugat  namun  Penggugat  tetap  bersikukuh  untuk  bercerai  dengan

Tergugat;

Menimbang,  bahwa  upaya  mediasi  sebagaimana  diamanatkan

dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang

Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  juga  tidak  dapat  dilaksanakan  karena

Tergugat  tidak  pernah  hadir  dalam  persidangan  dan  tidak  mengutus

kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh

Majelis Hakim melalui jurusita pengadilan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat tidak  pernah  hadir  di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan

ketidakhadirannya tersebut  tidak disebabkan oleh suatu halangan yang

sah, maka perkara a quo dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat secara formil mempunyai

alasan  serta  tidak  bertentangan  dengan  hukum,  maka  berdasarkan

ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa

dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

harmonis  karena  suatu  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus

hingga Pennggugat dan Tergugat pisah rumah sebagaimana dalam pokok

gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak membantah

dalil-dalil  gugatan  Penggugat  karena  ketidakhadirannya  tersebut  di

persidangan,  namun  karena  perkara a  quo  adalah  perkara  perceraian

sehingga untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil  dari  Penggugat  agar

tidak terjadi kebohongan dalam perceraian, maka berdasarkan pada asas

actori incumbit probatio sebagaimana terkandung dalam pasal 1865 Kitab

Undang-Undang  Hukum  Perdata  jo.  pasal  283  RBg  Majelis  Hakim

berpendapat bahwa Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-
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dalilnya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti sebagaimana diatur

pasal 284 RBg;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  alat  bukti  P

berupa  kutipan  akta  nikah  sebagaimana  tersebut  diatas,  alat  bukti  P

tersebut  telah bermeterai  cukup, dan  cocok  dengan  aslinya  sehingga

berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal

2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai

serta  pasal  2  Ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2000

Tentang Perubahan Tarif  Bea Meterai  dan Besarnya Batas Pengenaan

Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai Majelis Hakim berpendapat

alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang,  bahwa  alat  bukti  P  adalah  akta  autentik  yang

menerangkan  bahwa  Penggugat  adalah  suami-istri  sah,  hal  tersebut

relevan  dengan  dalil  yang  hendak  dibuktikan  oleh  Penggugat,  maka

berdasarkan pasal 285 RBg jo. pasal 1868 dan pasal 1870 Kitab Undang-

Undang  Hukum  Perdata,  alat  bukti  P  tersebut  mempunyai  kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan  dua orang

saksi dan  keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana terurari

diatas;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  Penggugat  adalah  bukan  orang

yang  dilarang  dalam  memberikan  kesaksian,  dewasa, telah  disumpah,

memberikan  keterangan  secara  terpisah dalam  proses persidangan

perkara a quo, kemudian keterangan kedua saksi tersebut secara materil

saling bersesuaian satu sama lain sepanjang  hubungan Penggugat dan

Tergugat  serta  kondisi  rumahtangga  Penggugat  dan  Tergugat  yang

mengalami perselisihan dan pertengkaran serta sebabnya. Oleh karena

itu maka berdasarkan pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

jo.  pasal  308 dan 309 RBg,  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa kedua

saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materil  sehingga
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keterangan  kedua  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang

dapat diterima sebagai dasar Majelis Hakim memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dilakukan

oleh Penggugat  serta  prasangka Majelis Hakim, telah ditemukan fakta-

fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar

1 (satu) tahun yang lalu hingga saat ini tanpa saling mempedulikan

satu sama lain;

Menimbang,  bahwa terhadap  petitum Penggugat  yang  pokoknya

meminta terjadinya perceraian dengan talak satu ba’in sughra Tergugat

kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut di bawah

ini;

Menimbang,  bahwa  dalam  pasal  39  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

Ayat (1)

“Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  Sidang  Pengadilan

setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak”.

Ayat (2)

”Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara

suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”

Menimbang,  bahwa kemudian dalam Pasal  19 huruf  f  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa:
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“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan antara suami

dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Menimbang,  bahwa  dalam  pasal  116  huruf  f  Kompilasi  Hukum

Islam juga menyatakan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: antara

suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Menimbang,  bahwa  dari  ketentuan  pasal-pasal tersebut  diatas,

Majelis Hakim berpendapat  bahwa  untuk terjadinya perceraian terdapat

beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu:

1. Pengadilan telah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil;

2. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;

3. Suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut oleh Majelis Hakim akan

dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang

terungkap  dalam  persidangan,  sehingga  kemudian  apakah  Penggugat

dan Tergugat  dapat  dinyatakan telah  memenuhi  unsur-unsur  terjadinya

perceraian atau belum;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berupaya  menasihati

Penggugat  agar  dapat  mempertahankan  rumah  tangganya  dengan

Tergugat  namun tidak berhasil,  adapun upaya mendamaikan keduanya

tidak  dapat  dilakukan  karena  Tergugat  tidak  pernah  datang  dalam

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Majelis

Hakim melalui Jurusita Pengadilan, oleh karena itu harus dianggap bahwa

upaya  mendamaikan  oleh  Pengadilan  terhadap  Penggugat  dengan

Tergugat harus dinyatakan tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana

amanat  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang

Prosedur Mediasi di  Pengadilan pun juga harus dinyatakan tidak dapat
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dilaksanakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama

untuk  bercerai  sebagaimana  dimaksudkan  dalam  pasal  39  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di

persidangan,  bahwa  hubungan  rumahtangga  Penggugat  dan  Tergugat

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  karena

Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain. Oleh karena itu Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua untuk bercerai yaitu suami istri

sering terjadi  perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksudkan

dalam  pasal  19  huruf  f  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975

tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan  jo.  Pasal  116  huruf  f  Kompilasi  Hukum  Islam  juga  telah

terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pisah rumah Penggugat dan

Tergugat sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu hingga saat ini dan selama

berpisah  rumah  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  ada

hubungan  atau  komunikasi  layaknya  suami  istri  serta  tidak  saling

menjalankan kewajibannya sebagai  pasangan  suami  istri  maka  Majelis

Hakim  berkesimpulan  bahwa  masalah  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sudah sedemikian  kompleksnya.  Bahwa dalam persidangan Penggugat

menyatakan  tetap  ingin  bercerai  dengan  Tergugat  meskipun  telah

dinasihati  oleh  Majelis  Hakim.  Bahwa pada saat  persidangan Tergugat

tidak  pernah  hadir  untuk  mempertahankan  rumah  tangganya  dengan

Penggugat,  sehingga  Majelis  Hakim  menilai  sikap  Tergugat  tersebut

adalah  sikap  yang  juga  sudah  tidak  menginginkan  rumah  tangganya

dengan Penggugat untuk rukun kembali. Oleh karena itu Majelis Hakim

berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama tidak

menginginkan untuk hidup rukun kembali sebagai suami-istri. Berdasarkan

fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat

dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali.

Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga untuk
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terjadinya  perceraian  yaitu  antara  suami-istri  tidak  ada  harapan  untuk

hidup rukun kembali sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 huruf f

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116

huruf f Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas,

Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  unsur-unsur  untuk  terjadinya

perceraian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  39  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f  Kompilasi

Hukum Islam terhadap perkara a quo telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tentang  pisah  rumah

Penggugat  dan  Tergugat,  maka  berdasarkan  yurisprudensi  putusan

Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  379 K/AG/95 tanggal  26

Maret  1997 yang terdapat  kaidah hukum bahwa suami  istri  yang tidak

berdiam serumah lagi  dan tidak ada harapan untuk dapat  hidup rukun

kembali  maka  telah  terbukti  retak  dan  pecah  dan  telah  memenuhi

ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975

dan Pasal 116  huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian diambil

alih  menjadi  pendapat  Majelis  Hakim,  maka  kemudian  Majelis  Hakim

berpendapat  bahwa  memang  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

telah  retak  dan  pecah  sehingga  gugatan  Penggugat  telah  memenuhi

ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975

dan Pasal 116  huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  secara  sosiologis  rumah  tangga  yang  di

dalamnya  terus-menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan

keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai

suami-istri,  maka  akan  sulit  untuk  mewujudkan  tujuan  perkawinan

sebagaimana  dikehendaki  dalam  rumusan  pasal  1  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum
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Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan

lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami

isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah,

mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan

untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti

itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya

akan  memberikan  kemudharatan/penderitaan  baik  kepada  Penggugat

maupun Tergugat.  Bahwa suatu kemudharatan atau penderitaan dalam

kehidupan haruslah dihindari, hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam

kaidah fikih yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim,

yang berbunyi: 

المفاسد مقدمّ على جلب المصالح د رأ
yang  pokoknya  bermakna  bahwa  mencegah  kemudharatan  lebih

diutamakan daripada mengambil suatu manfaat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil pendapat dalam

Kitab  Mada  Hurriyyatu az-Zaujain  fi  ath-Thalaq Juz I,  yang diambil  alih

sebagai  pendapat  Majelis  Hakim  sebagai  pertimbangan  hukum  dalam

perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut:

و قد اختار السلم نظييام  الطلاق حتىّ تضييطرب حييياة
الزّوجين ولم يعد ينفع فيهمانصحّ و ل صلح، وحيث تصبح
ربطة  الزّوج  صورة من غير روح ،لأن الستمرار معناه
يّيد ، وهييذا أأن يحكم على أحييد الييزّوجين بييا لسييجن المؤب

تأباه روح  العدا لة 
yang pada pokoknya bermakna Islam  memilih  lembaga  talak/cerai ketika

rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian

dan  hubungan  suami  istri  telah  menjadi  seperti  gambar  tanpa  ruh

(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu
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suami  istri  dengan  penjara  yang  berkepanjangan.  Ini  adalah  aniaya

bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

tersebut  diatas  maka  alasan-alasan  perceraian  yang  diajukan  oleh

Penggugat  dalam  perkara  a  quo telah  memenuhi  ketentuan  Pasal  39

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116

huruf f Kompilasi Hukum Islam serta syariat islam, sehingga Majelis Hakim

berkesimpulan  bahwa  gugatan  Penggugat  beralasan  hukum  dan  patut

untuk dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  pasal  119  ayat  (2)  huruf  c

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak

satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang  bahwa  gugatan  Penggugat  patut  dikabulkan  oleh

Majelis  Hakim dengan memutuskan perkawinan antara  Penggugat  dan

Tergugat dengan perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 147 Kompilasi

Hukum Islam,  Kutipan  Akta  Nikah  dari  masing-masing  Penggugat  dan

Tergugat selanjutnya ditarik;

Menimbang,  bahwa  terhadap  petitum  Pengguguat  terkait

pembebanan biaya perkara,  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa karena

perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan

Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang

Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul  akibat  perkara  a quo

adalah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan,   pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  7  Tahun 1989

Tentang  Peradilan  Agama  serta  perubahannya  yaitu  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,  pasal

19  huruf  f  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
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pasal 116 huruf f  Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan syara’, maka

Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat  yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;  

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  kepada

Penggugat;

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya

perkara sejumlah Rp530.000,00 (Lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama Kuala  Kapuas  pada  hari  Rabu, tanggal 20  April  2022  Masehi

bertepatan  dengan  tanggal  118  Ramadhan  1443 Hijriah  oleh  Syaiful

Annas,  S.H.I., M.Sy.  sebagai  Ketua Majelis,  Ahmad Rafuan,  S.Sy. dan

Epri  Wahyudi,  S.H.I.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

oleh Hj. Ai Sundayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri

oleh Penggugat  dan kuasa hukumnya yang bernama Ismail, S.H.  tanpa

hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota 

ttd

Ahmad Rafuan, S.Sy.

ttd

Epri Wahyudi, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Syaiful Annas, S.H.I.,M.Sy.

Panitera Pengganti,
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ttd

Hj. Ai Sundayati, S.Ag.
Perincian biaya perkara:

-  PNBP : Rp70.000,00

-  ATK Perkara : Rp50.000,00

-  Panggilan : Rp300.000,00

-  PBT : Rp100.000,00

-  Meterai : Rp  10  .000,00  

J u m l a h : Rp530.000,00 (Lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
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